
• Menimbang 

BUPATI KUBU RAYA 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Pedornan Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar 
Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten Kubu 
Raya; 

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NO MOR 31 TAHUN 2016 

TENTANG 

DAFTAR KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT KABUPATEN KUBU RAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI KUBU RAYA, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang 

• Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); (- 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23Tahun 2014 ten tang Pemeiintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679 ); ' 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor l Tahun 2015 
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN 
DESA DAN DESA ADAT KABUPATEN KUBU RAYA. 

• 1. 

2. 

Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 

4. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi f 
antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten. 

5. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. 

6. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 

7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai 
perangkat daerah kabupaten Kubu Raya. 

8. Camat adalah pemimpin dan koodinator penyelenggaraan pemerintahan 
di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
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16. 

17. 

18. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 
melalui penyertaan secara Jangsung yang berasal dari kekayaan Desa 
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha Jainnya 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

19. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak 
dan barang tidak bergerak. 

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan 
tugas umum pemerintahan. 

9. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya yang 
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara urusan Pemerintahan Desa. 

12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 
kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala 
Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang 
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau 
Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

13. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usu! adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa 
masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 

14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh 
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul 
karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. 

15. Togas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada 
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah 
provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dalam 
melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, 
pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan. 

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 
dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak Jainnya 
yang sah. 

• 

• 
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20. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. 

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, 

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Daftar Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

b. kewenangan lokal berskala desa; 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau 

Pemerintah Daerah Kabupaten; 
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemeritah, Pemerintah Provinsi, 

atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan paraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 3 

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usu! sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a meliputi : 

a. sistem organisasi perangkat Desa; 

b. sistem organisasi masyarakat adat; 

c. pembinaan kelembagaan masyarakat; 

d. pembinaan lembaga dan hukum adat; 

e. pengelolaan tanah kas Desa; 
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f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan 
sebutan setempat; 

g. pengelolaan tanah garapan milik desa atau tanah bengkok; 
h. pengelolaan tanah pertanian milik desa atau tanah titisara; dan 
1. pengembangan peran masyarakat Desa. 

Pasal 4 
Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
b dengan kriteria : 
a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan 

masyarakat; 
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya 

didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal 
Desa; 

c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari- 
hari masyarakat Desa; 

d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa; 
e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten serta pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh 
Desa; dan 

f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. 

Pasal 5 
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi: 
a. individu; 
b. organisasi kemasyarakatan; 
C. perguruan tinggi; 
d. lembaga swadaya masyarakat; 
e . lembaga donor; dan • f. perusahaan. 

Pasal 6 
Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
b meliputi bidang: 
a. pemerintahan Desa, 
b. pembangunan Desa; 
c. kemasyarakatan Desa; dan 
d. pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pasal 7 
Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemerintahan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain meliputi: 
a. penetapan dan penegasan batas Desa; 
b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; 
c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; 
d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; 
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pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non 
pertanian; 
pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan 
kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 
pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut 
lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 
pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; 
penetapan organisasi Pemerintah Desa; 
pembentukan Badan Permusyaratan Desa; 
penetapan perangkat Desa; 
penetapan BUM Desa; 
penetapan APB Desa; 
penetapan peraturan Desa; 
penetapan kerja sama antar-Desa; 
pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; 
pendataan potensi Desa; 
pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; 
penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, 
rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar 
biasa lainnya dalam skala Desa; 

t. pengelolaan arsip Desa; dan 
u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa. 

Pasal 8 
Kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: 
a. pelayanan dasar Desa; 
b. sarana dan prasarana Desa; 
c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan 
d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa. 

Pasal 9 
Kewenangan lokal berskala Desa bidang pelayanan dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi: 
a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 
b. pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu/Posyandu (Posyandu Balita, Posyandu 

Lansia dan Posbindu); 
c. pelaksanaan Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan 

Rumah Tangga; 
d. pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren); 
e. biaya operasional Desa Siaga; 
f. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita usia 6- 59 bulan; 
g. Penyediaan sarana prasarana dan prasarana Posyandu yang meliputi : 

1. Pengadaan gedung Posyandu; 
2. Peralatan makan dan minum untuk Pemberian Makanan Tambahan 

(PMT); 
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3. Timbangan; 
4. Alat ukur tinggi badan; 
5. Sarana informasi Posyandu. 

h. pengembangan tenaga kesehatan Desa; 
1. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: 

1. layanan gizi untuk balita; 
2. pemeriksaan ibu hamil; 
3. pemberian makanan tambahan; 
4. penyuluhan kesehatan; 
5. gerakan hidup bersih dan sehat; 
6. penimbangan bayi; dan 
7. gerakan sehat untuk lanjut usia. 
pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 
pemberdayaan masyarakat melalui ; 
1. Jambore Kader Posyandu; 
2. Pembinaan dan pelatihan kades Posyandu. 
Peningkatan sertifikasi Posyandu / peningkatan strata Posyandu; 
pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di 
Desa; 
pendataan penduduk yang berkaitan dengan urusan pendidikan dan adat 
istiadat/budaya masyarakat desa setempat; 
penyusunan program pemberantasan buta huruf dan penuntasan wajib 
belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 
pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; 
pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan 
perpustakaan Desa; dan 
fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa. 

Pasal 10 
Kewenangan lokal berskala Desa bidang sarana dan prasarana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi: 
a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; 
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa yang meliputi : 

1. pembangunan jalan lingkungan an tar pemukiman; 
2. rehabilitasi / pemeliharaan jalan lingkungan an tar pemukiman 

c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 
d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; 
e. pengelolaaan air minum berskala desa; 
f. pembangunan energi baru dan terbarukan; 
g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 
h. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan yang meliputi pemeliharaan 

sarana dan prasarana pemakaman; 
1. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan yang meliputi : 

1. penyediaan sarana air bersih; 
2. penyediaan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin; 
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1. 
k. 

m. 

3. pembangunan atau pemeliharaan atau pengelolaan MCK (mandi, cuci 
dan kakus) dengan metode sederhana (septik tank); 

4. pembangunan atau pemeliharaan saluran drainase pemukiman di 
lingkungan desa. 

J. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa yang meliputi : 
1. pembangunan atau pemeliharaan atau pengelolaan sarana air bersih 

sumber air dari sumur bor dan gravitasi yang melayani lingkungan; 
2. pembangunan atau pemeliharaan atau pengelolaan Pengolahan Air 

Bersih (PAB) sumber air dari sumur bor dan gravitasi yang melayani 
lingkungan. 

pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 
pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; 
pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 

a. 
b. 
C. 
d. 
e. 
f. 

g. 
h. 

• ]. 

J. 
k. 
1. 
m. 
n. 
0. 
p. 

q. 
r. 
s. 

t. 

pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk 
budidaya perikanan; dan 
pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa. 0 . 

n. 

Pasal 11 
Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi: 

pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 
pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; 
pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 
pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 
pembangunan dan pengelolaan kerambajaring apung dan bagan ikan; 
pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan 
cadangan pangan Desa; 
penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 
pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian 
dan perikanan secara terpadu; 
penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan 
perikanan; 
pengembangan benih lokal; 
pengembangan temak secara kolektif; 
pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 
pendirian dan pengelolaan BUM Desa; 
pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 
pengelolaan padang gembala; 
pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan 
pariwisata kabupaten; 
pengelolaan tempat pemandian umum; 
pengelolaan balai benih ikan; 
pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan 
perikanan; dan 
pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada 
sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. 

• 
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Pasal 12 
Kewenangan Jokal berskala Desa bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi: 
a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan 

masyarakat Desa; 
b. membina kerukunan warga masyarakat Desa; 
c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di 

Desa; dan 
d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa. 

Pasal 13 
Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain meliputi: 
a. pengembangan seni budaya Jokal; 
b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga 

kemasyarakatan dan lembaga adat; 
c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 

1. kelompok tani; 
2. kelompok nelayan; 
3. kelompok seni budaya; dan 
4. kelompok masyarakat Jain di Desa. 
pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; 
fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat 
miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel; 
pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk 
memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; 
analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; 
penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; 
pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 
peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; 
pemberian rekomendasi pendirian koperasi; 
pendayagunaan teknologi tepat guna; dan 
peningkatan kapasitas masyarakat melalui: 
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa; 
2. kelompok usaha ekonomi produktif; 
3. kelompok perempuan; 
4. kelompok tani; 
5. kelompok masyarakat miskin; 
6. kelompok nelayan; 
7. kelompok pengrajin; 
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 
9. kelompok pemuda; dan 
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa. 
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Pasal 14 
(1) Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf c meliputi bidang : 
a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. pelaksanaan Pembangunan Desa; 
c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 
d. pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Kewenangan 
dilaksanakan 
undangan. 

penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang- 

BAB III 
KRETERIA KEWENANGAN DESA 

• Pasal 15 
Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf a, antara lain: 
a. merupakan warisan sepanjang masih hidup; 
b. sesuai perkembangan masyarakat; 
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 16 
Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf b antara lain: 
a. sesuai kepentingan masyarakat Desa; 
b. telah dijalankan oleh Desa; 
c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa; 
d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan 

• e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa. 

Pasal 17 
Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam n. . 
Pasal 2 huruf c antara lain: \ - 
a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa; 
b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas; 
c. pelayanan publik bagi masyarakat; 
d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa; 
e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan 
f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat. 

Pasal 18 
Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
d, antara lain: 
a. urusan pernerintahan urnurn dan tugas pembantuan; 
b. sesuai dengan prinsip efisiensi; 
c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan 
d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis. 

BAB IV 
KEWENANGAN DESA ADAT 

Pasal 19 

Penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku 
mutatis mutandis bagi penataan kewenangan Desa Adat. 

Pasal 20 
• Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku 

mutatis mutandis bagi jenis kewenangan Desa Adat. 

• 

Pasal 21 

Perincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul Desa Adat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 meliputi: 

a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; 
b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; 
c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; 
d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa 

Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia 
dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; 

e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. perneliharaan ketenterarnan dan ketertiban rnasyarakat Desa Adat 
berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan 

g. pengembangan kehidupan hukurn adat sesuai dengan kondisi sosial 
budaya masyarakat Desa Adat. \ - 

Pasal 22 

Penyelenggaraan hak asal usul Desa Adat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
21 paling sedikit meliputi: 
a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; 
b. pranata hukum adat; 
c. pemilikan hak tradisional; 
d. pengelolaan tanah ulayat; 
e. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat; 
f. pengelolaan tanah kas Desa Adat; 
g. pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan 
h. masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat. 
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• 

• 

Pasal 23 
Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dan 
kewenangan yang clitugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat. 

BAB V 
KRITERIA KEWENANGAN DESA ADAT 

Pasal 24 
Kriteria kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 antara lain: 
a. adat istiadat dan hak traclisional yang masih hidup dan berkembang dalam 

penyelenggaraan Desa Adat; 
b. hak sosial budaya masyarakat Desa Adat; dan 
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia . 

Pasal 25 
Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16, kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 dan kriteria kewenangan lain yang clitugaskan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat. 

BAB VI 
URUSAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINS! DAN PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN YANG DILAKSANAKAN DESA DAN DESA ADAT 

Bagian Kesatu 
Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Ditugaskan 

kepada Desa dan Desa Adat 

Pasal 26 
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat clitugaskan 
sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa dan Desa Adat. 

Pasal 27 
(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjacli kewenangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten dapat clitugaskan sebagian pelaksanaan urusannya 
kepada Desa dan Desa Adat. 

(2) Penugasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dan Desa 
Adat sebagaimana climaksud pada ayat (1) clitetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 
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Bagian Kedua 
Urusan Pemerintahan Umum Dan Togas Pembantuan 

Yang Ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat 

Pasal 28 
(3) Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada 
Desa dan Desa Adat. 

(4) Tata cara pelaksanaan penugasan, pembentukan kelompok kerja dan 
pendanaan untuk melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan 
pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dan 
Pasal 27 yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dan Desa Adat berlaku 
mutatis mutandis bagi urusan pemerintahan umum dan tugas 
pembantuan yang sebagian pelaksanaannya ditugaskan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa 
dan Desa Adat. 

BAB VII 
PUNGUTAN DESA 

• (1) 

(2) 

Pasal 30 
Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian 
umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, 
pelelangan ikan, dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Perundang- 
undangan. 
Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha 
bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa. 

Pasal 29 
(1) Desa dilarang melakukan pungutan atasjasa layanan administrasi yang 

diberikan kepada masyarakat Desa. 
(2) Jasa Iayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. surat pengantar; 
b. surat rekomendasi; dan 
c. surat keterangan. 

BAB VIII 
TATA CARA PENYERAHAN KEWENANGAN 

Pasal 31 
Bupati menyerahkan kewenangan lokal berskala desa yang menjadi 
kewenangan desa kepada Kepala Desa, dilaksanakan secara serentak yang 
disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala 
Dinas/Badan/Kantor/Bagian. 
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BAB IX 
PENETAPAN KEWENANGAN DESA 

Pasal 32 
(1) Pemerintah Desa bersama-sama BPD dengan melibatkan masyarakat 

Desa melakukan musyawarah desa untuk memilih dari daftar 
kewenangan desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan 
mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. 

(2) memilih dari daftar kewenangan desa sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) hams dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh 
seluruh yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. 

(3) Hasil memilih dari daftar kewenangan desa oleh masing-masing desa 
disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan 
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

(4) Rancangan Peraturan Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan penetapan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa setelah 
mendapat kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan pimpinan 
Badan Permusyawaratan Desa. 

(5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 
kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. 

Pasal 33 
Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya 
sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa. 

Pasal 34 
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) menjadi dasar 
bagi kepala desa dalam membuat kebijakan, program, dan pengelolaan 
administrasi desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembanguna desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa. 

Pasal 35 
Kewenangan lokal berskala Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 yang 
belum ditetapkan sebagai kewenangan Desa tetap menjadi Kewenangan 
Daerah. 

BABX 
PELAKSANAAN KEWENANGAN 

Pasal 36 
(1) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya [- 

kepada desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. 
(2) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan kewenangan lokal 

berskala desa menjadi kewenangan desa atas permintaan Pemerintah 
Desa. 

(3) Apabia pelaksanaan kewenangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
tidak berjalan secara efektif dalam kurun waktu 2 (dua) tahun 
Pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh kewenangan 
lokal berskala desa yang telah diserahkan. 
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BAB XI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 37 
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan 

penataan kewenangan Desa dan Desa Adat. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui: 

a. fasilitasi dan koordinasi; 
b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa; 
c. monitoring dan evaluasi; dan 
d. dukungan teknis administrasi. 

• 
Pasal 38 

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan 
kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 
(2), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat . 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu 
Raya. 

--, 
RUSMAN Fill/ 

Ditetapkan di Sungai Raya 
pada tanggal !H Otvber 2016 
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